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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

1) Terkait rumusan masalah apakah perjanjian polis asuransi jiwa Sequislife 

telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah ini dapat ditentukan setelah 

melakukan penelitian yang menganalisis pasal-pasal dalam perjanjian polis 

asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife dengan merujuk terhadap 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Disimpulkan dari hasil 

penelitian bahwa perjanjian polis asuransi jiwa Sequislife belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan POJK 1/2013. 

2) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian polis asuransi jiwa antara Freddie 

dan Sequislife pada umumnya telah mengikuti pengaturan yang diatur 

dalam POJK 1/2013. Polis ini telah mencantumkan hak dan kewajiban 

bagi Penanggung dan Tertanggung, dan persyaratan yang mengikat 

keduanya secara hukum. Polis ini juga dibuat dengan huruf, tulisan, 

dan/atau kalimat yang sederhana yang mudah dimengerti oleh Konsumen. 

3) Pelanggaran-pelanggaran terhadap POJK 1/2013 terdapat dalam polis ini. 

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian polis asuransi jiwa antara Freddie 

dan Sequislife yang melanggar POJK 1/2013 pada umumnya berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat mengatur mengenai keuangan yang harus 

dikeluarkan oleh pihak Penanggung maupun Tertanggung. Hal ini 

disimpulkan dengan melihat bahwa pada setiap bagian dalam polis ini 

apabila terdapat pengaturan mengenai biaya maka terdapat pelanggaran 

yang pada umumnya menguntungkan pihak Penanggung. 
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2. Saran 

1) Bagi pihak Tertanggung, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada 

dalam polis asuransi jiwa antara Freddie dan Sequislife, dapat diajukan 

kepada pihak Penanggung dan diselesaikan dengan mencapai kesepakatan 

bersama. OJK mengatur bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib 

memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian 

pengaduan bagi Konsumen. Apabila kesepakatan tidak terjadi dan 

Tertanggung mengalami kerugian finansial yang signifikan maka 

pengaduan dapat langsung diajukan kepada OJK. 

2) Bagi Pihak Tertanggung, terhadap pembuatan polis berikutnya untuk 

menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran sebaiknya polis yang 

bersangkutan diajukan ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk 

dipelajari dan diberikan saran mengenai polis yang bersangkutan. Apabila 

polis terlebih dahulu dipelajari oleh AAJI maka isi dari polis dapat 

melindungi kepentingan pihak Penanggung dan Tertanggung. 

3) Bagi pihak penanggung, ketentuan-ketentuan dalam polis masih dapat 

dilakukan penyesuaian sesuai dengan undang-undang. Penyesuaian 

tersebut juga harus melihat aspek kewajaran dan keadilan bagi kedua belah 

pihak. Polis juga harus ditambahi pengaturan mengenai prosedur 

pengaduan tersendiri yang tidak langsung melewati jalur hukum. 
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